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Air adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara adil. Mencurinya sama saja merampas hak orang lain dan melanggar hukum Tuhan serta negara.
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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang tanpa lelah selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis selama awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi selesai. Dan skripsi ini penulis persembahkan terutama untuk diri penulis sendiri, karena telah berhasil melewati berbagai tantangan dan berusaha keras untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri penulis sendiri, dan juga terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pecapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
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KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987 
Nomor: 0543b//U/1987

Transliteraterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A.  Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	Be

	ت
	Ta
	T
	Te

	ث
	Ṡa
	ṡ
	Es (dengan titik di atas)

	ج
	Ja
	J
	Je

	ح
	Ḥa
	ḥ
	Ha (dengan titik di bawah)

	خ
	Kha
	Kh
	Ka dan Ha

	د
	Dal
	d
	De

	ذ
	Żal
	ż
	Zet (dengan titik di atas)

	ر
	Ra
	r
	Er

	ز
	Za
	z
	Zet

	س
	Sa
	s
	Es

	ش
	Sya
	sy
	Es dan Ye

	ص
	Ṣa
	ṣ
	Es (dengan titik di bawah)

	ض
	Ḍat
	ḍ
	De (dengan titik di bawah)

	ط
	Ṭa
	ṭ
	Te (dengan titik di bawah)

	ظ
	Ẓa
	ẓ
	Zet (dengan titik di bawah)

	ع
	‘Ain
	‘
	Apostrof terbalik

	غ
	Ga
	g
	Ge

	ف
	Fa
	f
	Ef

	ق
	Qa
	q
	Qi

	ك
	Ka
	k
	Ka

	ل
	La
	l
	El

	م
	Ma
	m
	Em

	ن
	Na
	n
	En

	و
	Wa
	w
	We

	ھ
	Ha
	h
	Ha

	ﺀ
	Hamzah
	ʼ
	Apostrof

	ﻱ
	Ya
	y
	Ye




B. Vokal
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ﹷ
	Fathah
	a
	a

	ﹻ
	Kasrah
	i
	i

	ﹹ
	Dammah
	u
	u




2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	يْ.َ..
	Fathah dan ya
	ai
	a dan u

	وْ.َ..
	Fathah dan wau
	au
	a dan u 


Contoh:
· كَتَبَ 	kataba
· فَعَلَ 	fa`ala
· سُئِلَ 	suila
· كَيْفَ 	kaifa
· حَوْلَ	haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا.َ..ى.َ..
	Fathah dan alif atau ya
	ā
	a dan garis di atas

	ى.ِ..
	Kasrah dan ya
	ī
	i dan garis di atas

	و.ُ..
	Dammah dan wau
	ū
	u dan garis di atas


Contoh:
· قَالَ 	qāla
· رَمَى 	ramā
· قِيْلَ 	qīla
· يَقُوْلُ 	yaqūlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
· رَؤْضَةُ الأَطْفَالِ 	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
· الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ 	al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
· طَلْحَةْ 		talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
· نَزَّلَ 	nazzala
· البِرُّ 	al-birr


F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:
· الرَّجُلُ 	ar-rajulu
· الْقَلَمُ	al-qalamu
· الشَّمْسُ	asy-syamsu
· الْجَلاَلُ	al-jalālu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
· تَأْخُذُ	ta’khużu
· شَيئٌ	syai’un
· النَّوْءُ	an-nau’u
· إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
	· وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn


	· بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

	
	



I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
	· الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

	· الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

	
	


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh: 
	· اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
	Allaāhu gafūrun rahīm


	· لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا
	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

	
	


J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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Penyambungan pipa ilegal pada Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen menjadi masalah serius karena menyebabkan kerugian finansial, menurunkan kualitas distribusi air bersih, dan  menciptakan ketimpangan antar pelanggan. Praktik ini dilakukan oleh pelanggan dengan menyambungkan pipa tanpa izin ke instalasi resmi, yang merugikan pengelola dan masyarakat. Meskipun praktik ini sudah meluas, hingga kini belum ada tindakan hukum tegas dan penyelesaiannya masih bersifat persuasif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggali fakta lapangan dan aturan hukum terkait. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola Toya Berkah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan praktik ilegal ini dengan Pasal 363 KUHP, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta hukum pidana Islam.
Penelitian ini memperoleh dua temuan, yaitu dalam perspektif hukum pidana Islam, penyambungan pipa ilegal dikenai sanksi takzir karena mencuri air milik umum tidak memenuhi unsur hadd, sehingga hukumannya diserahkan pada kebijakan hakim, seperti denda atau hukuman sosial. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP dan melanggar Pasal 32 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air karena merusak infrastruktur air, sehingga pelaku dapat dijerat secara pidana untuk menimbulkan efek jera.
Kata Kunci: Pencurian Air, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Takzir.
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Illegal pipe connections at the Artesis Toya Berkah Mranggen Business Entity have become a serious issue as they cause financial losses, reduce the quality of clean water distribution, and create disparities among compliant customers. This practice is carried out by residents who connect pipes without official permission to the company's installations, harming both the management and the community. Despite the widespread occurrence of this practice, there has been no firm legal action so far, and the resolution remains persuasive.
This study employs an empirical juridical approach by examining field facts and related legal regulations. Primary data were collected through interviews with the management of Toya Berkah, while secondary data were obtained from literature and relevant regulations. The analysis was conducted qualitatively by linking the illegal practice to Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 17 of 2019 on Water Resources, as well as Islamic criminal law.
The study revealed two findings: from the perspective of Islamic criminal law, illegal pipe connections are categorized as jarimah takzir because stealing public water does not fulfill the elements of ḥadd, leaving the punishment to the judge's discretion, such as fines or social penalties. Meanwhile, under Indonesian positive law, this act is considered an aggravated theft crime as stipulated in Article 363 of the KUHP and violates Article 32 and 42 letter a of Law No. 17 of 2019 on Water Resources for damaging water infrastructure, allowing criminal charges to be imposed to create a deterrent effect.
Keywords: Water Theft, Positive Law, Islamic Criminal Law, Takzir.
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A. [bookmark: _Toc199762550][bookmark: _Toc202116369]Latar Belakang
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Negara menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warganya memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintah tanpa pengecualian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.[footnoteRef:1] Oleh karena itu, peran setiap warga negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penegakan hukum. Salah satu prinsip pembangunan nasional adalah pengembangan sikap para penegak hukum menuju tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya ketertiban dan kepastian hukum dalam melindungi seluruh warga masyarakat, sambil tetap menghormati budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. [1:  Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945] 

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara masyarakat. Keberadaan hukum bergantung pada adanya masyarakat, tanpa masyarakat hukum tidak akan ada.[footnoteRef:2] Sejak lahir hingga meninggal, manusia selalu hidup bersama orang lain, yang berarti setiap individu berada dalam interaksi sosial. Hukum adalah komponen yang tidak terpisahkan dari kehidupan karena mengatur tindakan manusia, termasuk banyak aturan yang melarang perilaku tertentu. Hukum juga mengarahkan perilaku manusia dan tanpa adanya hukum, kita tidak dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya penting adalah menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, yang merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pembangunan nasional sesuai dengan semangat reformasi. Ini melibatkan peningkatan usaha dalam memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.  [2:  Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”, Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law Universitas Jendral Soedirman. Vol. 11 No. 1, 2011, h.89] 

Yesmil Anwar dalam bukunya menyebutkan tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, hukum harus memberikan manfaat atau kemanfaatan bagi masyarakat (zweekmassigkeit), karena hukum diciptakan untuk manusia; penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketiga, hukum harus dijalankan dengan adil (gerechtigheit), karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang secara setara. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif dan individualistik. Meskipun demikian, upaya mencapai tujuan-tujuan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya adalah kejahatan yang terus muncul dan meningkat sebagai fenomena sosial dalam masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial, sering dikaitkan dengan berbagai variabel sosiologis seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan.[footnoteRef:3] [3:  Yesmil Anwar, Adang,. Kriminologi. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57] 

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dasar yang ada dalam masyarakat, baik itu norma agama maupun norma hukum. Semua agama melarang pencurian karena dianggap sebagai perbuatan yang berdosa dan harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Selain itu, hukum yang berlaku di suatu negara juga melindungi hak-hak pribadi setiap individu, termasuk hak untuk memiliki barang atau harta pribadi. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang identik dengan mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya,[footnoteRef:4] sedangkan dalam KUHP baru, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pencurian dalam hal ini tidak hanya diartikan dengan mengambil secara fisik, tetapi juga meliputi non fisik.[footnoteRef:5] Dalam perspektif hukum Islam, menurut Wahbah Zuhaili tindak pidana pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan yang biasanya digunakan untuk menyimpan, dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.[footnoteRef:6] [4:  Tim BIP, 3Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHAP, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.712]  [5:  UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana]  [6:  Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369] 

Salah satu jenis pencurian yang terjadi dalam masyarakat adalah pencurian air. Saat ini, tindak pidana pencurian air semakin marak dengan berbagai bentuk dan tingkatannya. Dikutip dari beberapa media berita, pencurian air telah terjadi di beberapa daerah antara lain, di PDAM Kabupaten Jepara,[footnoteRef:7] PDAM Semarang,[footnoteRef:8] Perumda Toya Manutung Balikpapan,[footnoteRef:9] PDAM Bekasi,[footnoteRef:10] dan Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak, pencurian air bersih ini terjadi di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen yang oleh pelaku dilakukan dengan cara menyambungkan pipa ilegal dengan  tujuan mendapatkan akses air bersih secara ilegal.  [7:  Redaksi, “Diduga 101 Warga Kabupaten Demak Terima Sambungan Ilegal Pipa Air PDAM Jepara”, https://www.sku-suarakeadilan.com/2022/03/diduga-101-warga-kabupaten-demak-terima-sambungan-ilegal-pipa-air-pdam-jepara/ diakses pada 1 April 2025]  [8:  Sumadiyono, “Layanan Air Bersih: PDAM Semarang Temukan 3.600 Sambungan Ilegal”, https://regional.espos.id/layanan-air-bersih-pdam-semarang-temukan-3-600-sambungan-ilegal-598953 diakses pada 1 April 2025]  [9:  Indra Zakaria, “Pencurian Air di Balikpapan Kian Marak, Ini Langkah Perumda Toya Manuntun” https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1774863046/pencurian-air-di-balikpapan-kian-marak-ini-langkah-perumda-Toya-manuntung diakses pada 1 April 2025]  [10:  Kunto Wibisono, Pencurian Air PDAM oleh Industri Masih Tinggi”, https://www.antaranews.com/berita/263965/pencurian-air-pdam-oleh-industri-masih-tinggi diakses pada 1 April 2025] 

Penyambungan pipa ilegal adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian air bersih dengan modus membuat sambungan pipa secara ilegal pada jalur pipa yang aktif mengalirkan air bersih dari suatu badan usaha distribusi air bersih. Penyambungan pipa ilegal ini, dilakukan oleh pelaku agar meteran air tidak berjalan sesuai penghitungan debit air yang telah digunakan pelaku, sehingga tagihan air yang muncul pada sistem penghitungan itu cenderung lebih sedikit.  Meteran air adalah alat ukur untuk mendeteksi serta menghitung debit air dan volume air yang telah mengalir lewat flow meter.[footnoteRef:11] Meteran air digunakan untuk mengonfirmasi jumlah pemakaian air sebagai dasar jumlah pembayaran pengelola atau badan usaha air bersih setiap bulan. Tindakan ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penggunaan air yang tercatat, sehingga pelaku yang dalam kasus ini adalah pelanggan, hanya membayar dengan tagihan yang jauh lebih rendah dari tagihan sebenarnya. [11:  Tedy Satriawan, Toibah Umi Kalsum, Hendri Alamsyah, “Penerapan Internet Of Things Pada Pengontrolan Meteran Air PDAM Menggunakan Metode Water Fall”, Jurnal Surya Energy Universitas Dehasen Bengkulu, Vol. 8 No. 2, Maret 2024, h, 78] 

Badan Usaha Artesis adalah unit usaha milik swasta yang bertugas mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Air artesis adalah jenis air tanah yang keluar secara bebas dari sumur atau lubang bor, karena adanya tekanan yang cukup dari bawah tanah untuk membuat air tersebut keluar dari permukaan.[footnoteRef:12] Sumur artesis biasanya dibangun di tengah komplek perumahan untuk memenuhi keperluan masyarakat sekitarnya. Fenomena kejahatan pencurian tidak hanya disebabkan oleh modernisasi atau gaya hidup seseorang. Faktor lainnya termasuk tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan yang layak, serta pengaruh lingkungan dan oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi sehingga merugikan orang lain. Berdasarkan data dari Badan Usaha Air Artesis bagian teknisi, jumlah kasus pencurian air yang ditangani pada tahun 2023 mencapai 83 kasus, sementara pada tahun 2024 menjadi 55 kasus.[footnoteRef:13]  [12:  Ashari, M. F., Jannah, M., Sipil, J. T., Negeri, P., & Pandang, U. (2019). Manajemen Pemompaan Air Tanah Untuk Mengontrol Terjadinya Upconing Air Laut. h.156]  [13:  Hasil Wawancara dengan Uswatun Chasanah selaku Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam menanggapi kasus pencurian air bersih ini, telah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi terkait larangan pencurian air hingga upaya represif dengan penertiban pelanggan dengan memberikan sanksi. Mengenai sanksi terhadap pelanggan yang melakukan pencurian air bersih di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, sejauh ini pihak badan usaha belum menetapkan sanksi yang dirasa mampu membuat pelaku jera. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian terutama terhadap Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen.
Berdasarkan data yang diperoleh mengenai banyaknya kasus pencurian air, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus pencurian ini dengan penelitian yang berjudul “Pengambilah Air Bersih oleh Pelanggan Melalui Pipa Ilegal Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen)”.
B. [bookmark: _Toc199762551][bookmark: _Toc202116370]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. [bookmark: _Hlk175741331]Bagaimana bentuk pencurian, upaya serta kendala Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen terhadap pencurian air bersih?
2. [bookmark: _Hlk175741469]Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menanggapi kasus pencurian air bersih oleh pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen?
C. [bookmark: _Toc199762552][bookmark: _Toc202116371]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk pencurian, upaya serta kendala Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen terhadap pencurian air bersih.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus pencurian air bersih oleh pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen.
D. [bookmark: _Toc199762553][bookmark: _Toc202116372]Manfaat Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan penulis adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana Islam dan hukum positif, khususnya terkait dengan masalah pencurian air bersih serta hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dalam konteks hukum maupun manajemen sumber daya air.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami dan tumbuh untuk kepentingan sosial.
E. [bookmark: _Toc199762554][bookmark: _Toc202116373]Telaah Pustaka
Telaah Pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian materi apa yang ditulis, akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang ditulis. Terakhir dengan telaah Pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi lebih jelas. Berdasarkan hasil penelitian singkat tekait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis memperoleh kajian sebelumnya, diantaranya:
Skripsi yang ditulis oleh Sultan Marya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toya Daroy Kota Banda Aceh”. Penelitian dengan metode deskriptif eksploratif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka ini bertujuan  untuk mengetahui faktor, upaya, kendala, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pencurian air bersih pada PDAM Toya Daroy Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab tindak pidana pencurian air di Kota Banda Aceh meliputi dua faktor, diantaranya faktor internal yang berkaitan dengan diri pelaku dan faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar pelaku. Beberapa upaya penanggulangan pencurian air yang dilakukan pihak PDAM cukup memberikan perubahan atas berkurangnya tindak pidana pencurian air bersih. Dalam hal ini, perspektif hukum Islam terhadap pencurian air bersih PDAM Toya Daroy Kota Banda Aceh hukumnya adalah  haram karena air yang dicuri tersebut merupakan milik PDAM Toya Daroy Kota Banda Aceh bukan milik umum, sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi untuk tindak pidana pencurian dengan hukuman hudud, jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum Islam dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hanya dikenakan sanksi takzir berupa sanksi pengganti kerugian (dhaman).[footnoteRef:14]  [14:  Sultan Marya, skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toya Daroy Kota Banda Aceh.” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)] 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sultan Marya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan Sultan Marya hanya berfokus pada sanksi dalam perspektif hukum Islam dalam pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggannya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada upaya, kendala, serta dampak pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
Artikel karya Ridha Nur Arifa dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Air Minum Toya Mountala Kabupaten Aceh Besar.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.  Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan tindak pidana pencurian air bersih oleh pelanggan di Toya Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan dua cara yaitu; melalui upaya preventif berupa sosialisasi hukum tentang upaya pencegahan pencurian air bersih, pengawasan, dan peninjauan terhadap kubikasi air. Mekanisme penanggulangan lainnya adalah melalui upaya represif, yaitu pemberian sanksi denda dan pemutusan jaringan pipa sementara dan/atau tetap. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih di antaranya faktor pendidikan, agama, ekonomi, lingkungan dan pengawasan.[footnoteRef:15]  [15:  Ridha Nur Arifa, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan Suatu Penelitian Pada Perusahaan Air Minum Toya Mountala Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Tahqiqa. Vol. 16 No. 2, 2022.] 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha Nur Arifa dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan Ridha Nur Arifa hanya berfokus penanggulangan dari adanya pencurian air bersih di PDAM Toya Mountala Banda Aceh, yang mana dalam penelitiannya, sanksi pidana menurut hukum pidana Indonesia yang lebih dibahas.
Artikel karya Dewi Karunia Apriliani, Galuh Nashrulloh, dan Umi Hani yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemasangan Pipa Air Bersih yang Tidak Melalui Meteran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toya Dharma Kabupaten Tapin.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian pemasangan pipa air bersih tanpa meteran jelas menyatakan bahwa tindakan tersebut haram karena merupakan pencurian. Air yang dicuri milik PDAM Kabupaten Tapin, khususnya unit Instalasi Kota Kecamatan Binuang, dan bukan milik umum, sehingga pelakunya dikenakan hukuman hudud. Meskipun air yang dicuri milik negara, hukuman potong tangan tidak selalu diterapkan. Jika syarat dan ketentuan dalam Islam terpenuhi, hukuman hudud dapat diberlakukan. Namun, jika tidak terpenuhi, pelaku hanya dikenai hukuman takzir berupa sanksi ganti rugi. Sedangkan menurut KUHP pencurian air tergolong dalam tindak pidana pencurian biasa yang oleh karena itu pelaku pencurian air dapat dijatuhi hukman penjara dan denda sesuai dengan pasal 362 KUHP.[footnoteRef:16]  [16:  Dewi Karunia Apriliani, dkk. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemasangan Pipa Air Bersih Yang Tidak Melalui Meteran Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Toya Dharma Kabupaten Tapin.” ePrints UNISKA Repository Universitas Islam Kalimantan 2021] 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Karunia Apriliani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan Dewi Karunia Apriliani hanya berfokus pada motif pencurian air bersih melalui pemasangan pipa illegal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis motif pencurian air bersih yang dilakukan oleh oknum pelanggan ini lebih beragam.
Artikel karya Ayu Fitriani  Jannah dan H. Djumardin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pelanggan Air Minum” penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut, diperoleh hasil terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku di Indonesia, yang di mana hak konsumen ialah menerima air bersih sesuai dengan standar kesehatan, sedangkan kewajiban PDAM Kota Mataram ialah menyalurkan air bersih yang sesuai dengn standar kesehatan dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.[footnoteRef:17]  [17:  Ayu Fitriani Jannah, H. Djumardin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Pelanggan Air Minum”, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 4 No. 1, Februari 2024	] 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ayu Fitriani  Jannah dan H. Djumardin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan Ayu Fitriani, dkk hanya berfokus pada hak konsumen dalam menerima air bersih sesuai standar kesehatan dan kewajiban PDAM Mataram dalam menyalurkan air bersih yang sesuai dengan standar Kesehatan dari tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada upaya, kendala, serta dampak pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
Skripsi karya Satria Elisa Puttra Sumbanu dengan judul “Pola Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oleh Oknum Pelanggan Di Wilayah Kota Ende (Studi Di Perumda Toya Kelimutu)’’. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk mengetahui pola penanggulangan tindak pidana pencurian air bersih milik Perumda oleh oknum pelanggan di wilayah Kota Ende. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih oleh pelanggan pada Perumda Toya Kelimutu Kabupaten Ende adalah faktor ekonomi, faktor kurangnya pengawasan, faktor pendidikan serta faktor lingkungan. Terjadi beberapa hambatan dalam penegakan tindak pidana pencurian air bersih oleh pelanggan diantaranya masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak Perumda Toya kelimutu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya saran dan prasarana dan upaya dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih adalah sosialisasi larangan pencurian air, menertibkan pelanggan ilegal, pemberian sanksi denda, melakukan pengecekan sambungan dan pengawasan terhadap sambungan yang telah diputuskan secara rutin. Penanggulangan yang dilakukan oleh Perumda Toya Kelimutu agar tidak terjadi lagi pencurian air bersih oleh oknum masyarakat adalah dengan cara sosialisasi tentang Keputusan Bupati Ende Nomor 172/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, meningkatkan jadwal pemeriksaan meteran maupun patroli malam hari, dan lebih tegas dalam pemberian sanksi.[footnoteRef:18]  [18:  Satria Elisa Puttra Sumbanu, Skripsi “Pola Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oleh Oknum Pelanggan Di Wilayah Kota Ende”, (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2022).] 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Satria Elisa Puttra Sumbanu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Satria Elisa hanya berfokus pada pola penanggulangan pencurian air atau upaya pencegahannya saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis itu meliputi upaya, kendala, serta dampak atau sanksi pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
Jurnal karya Clarisa Dwi Oktaviani, Achluddin Ibnu Rochim, dan Dida Rahmadanik dengan judul “Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Penertiban Pelanggan Penyaluran Air Di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya”. Berdasarkan dari hasil penelitian jurnal ini diperoleh Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diterbitkan, dengan tujuan mengelola input agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh implementasi kebijakan adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011, yang dibuat untuk membantu PDAM Surya Sembada dalam menertibkan pelanggan yang melakukan pelanggaran penyaluran air, khususnya pencurian air. Menurut Ripley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga perspektif utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan, kelancaran pelaksanaan, dan tingkat kepuasan implementasi. Dalam kasus PDAM Surya Sembada, Perwali Nomor 29 Tahun 2011 berhasil diterapkan dengan baik, yang terlihat dari penurunan jumlah pelanggan yang melakukan pelanggaran serta pengurangan kerugian yang dialami perusahaan.[footnoteRef:19]  [19:  Clarisa Dwi Oktaviani, Achluddin Ibnu Rochim, dan Dida Rahmadanik, “Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Penertiban Pelanggan Penyaluran Air Di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya”, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 1 (2023).] 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Clarisa Dwi Oktaviani, dkk dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Clarisa hanya berfokus pada upaya pemerintah Surabaya dalam rangka menertibkan Pelanggan Penyaluran Air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melalui Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih rinci pembahasannya yaitu mengenai upaya, kendala, serta dampak atau sanksi pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Yang mana ini menggunakan dua perspektif hukum yang beda.
Keenam penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pencurian air bersih yang terjadi di masing-masing perusahaan air bersih di berbagai daerah, akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, lebih berfokus pada bentuk, upaya, kendala, serta dampak dari pengamnilan air melalui pipa ilegal yang dilakukan oleh pelanggan badan usaha artesis serta perncurian air perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
F. [bookmark: _Toc199762555][bookmark: _Toc202116374]Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian disesuaikan dengan topik permasalahan, yaitu Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, sehingga skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada deskriptif cenderung menggunakan analisis.[footnoteRef:20] Penelitian ini didasarkan pada fenomena hukum dan implementasi aturan hukum yang berlaku. Dengan bersumber dari data primer/dasar, yakni data yang didapatkan langsung dari narasumber sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumen.[footnoteRef:21] Pada penelitian ini, penulis akan mengamati secara langsung tentang pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen. [20:  Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data”, Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP) Vol. 02, No. 03 Edisi Januari-Maret 2025, h.793-800]  [21:  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020, h. 82] 

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Di mana suatu pendekatan yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dan mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran.
3. Lokasi Penelitian
Tempat yang dipilih penulis untuk mendapatkan penelitian adalah di Kantor Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen yang beralamat di Jalan Kauman Regency Raya, Krajan, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih berdasarkan tujuan pencarian data-data yang ingin digali lebih dalam oleh penulis.
4. Sumber Data
Dengan metode penelitian hukum yuridis-empiris, maka penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai acuan dasar penelitian.
a. Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Nurkhofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha (CV yang menaungi Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen), Uswatun Chasanah selaku Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan, Abdul Hadi selaku tenaga ahli dan lapangan. Rafa Fachreza selaku pencatat meter.
b. Sumber data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan. Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang akan diperinci sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mepunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: KUHP, Al-Qur’an, Al-Hadis, KUHAP, UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, makalah, dokumen, laporan, dan bahan hukum lainnya yang memberi penjelasan yang lebih lengkap terhadap bahan hukum primer.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika yang diselidiki. Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di lokasi pemasangan pipa ilegal dan pelanggan yang melakukan pencurian air di Perumahan Kauman Regency Mranggen Demak terhadap Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen.
b. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, merupakan suatu proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya. Wawancara tersebut dilakukan secara terbuka dan mendalam di kantor badan usaha, yaitu dengan Nurkhofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha (CV yang menaungi Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen), Uswatun Chasanah selaku Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan, Abdul Hadi selaku tenaga ahli dan lapangan, Rafa Fachreza selaku pencatat meter. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh data dari informan berupa informasi yang sebenarnya.
c. Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukan kepada subyek penelitian seperti dokumen hasil wawancara kepada Badan Usaha Toya Berkah Mranggen, foto pipa ilegal, dokumen lain milik Badan Usaha Toya Berkah Mranggen, dsb. 
6. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis.[footnoteRef:22] Selain itu, metode diskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.  [22:  Ibid., h.105] 

G. [bookmark: _Toc199762556][bookmark: _Toc202116375]Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap babnya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi sebagai berikut: 
Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan. 
Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang pencurian air bersih oleh pelanggan di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. 
Bab ketiga berisi gambaran umum tentang obyek penelitian yaitu, badan usaha artesis Toya Berkah Mranggen. 
Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis mengenai praktik pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, penerapan ketentuan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan ketentuan pidana bagi pelanggar tindak pidana pencurian air. 
Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.
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[bookmark: _Toc199762557][bookmark: _Toc202116376]BAB II
[bookmark: _Toc199762558][bookmark: _Toc202116377]TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. [bookmark: _Toc199762559][bookmark: _Toc202116378]Tindak Pidana Pencurian dalam Islam
1. [bookmark: _Toc199762560][bookmark: _Toc202116379]Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Islam
Pencurian dalam hukum Islam disebut dengan kata sariqah yang berasal dari bentuk masdar saraqa-yasriqu-saraqan, secara etimologi berarti akhaża mālahu khufyatan wa ḥīlatan yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.[footnoteRef:23] Sementara secara terminologi, pengertian sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli, dengan berbagai definisi di antaranya; [23:  Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99] 

Abdul Qadir Audah, dalam buku Hukum Pidana Islam karya Rokhmadi mendefinisikan as-sariqah atau pencurian yang diancam dengan hukuman had dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi). Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain secara atau dengan kekerasan atau disebut dengan perampokan.[footnoteRef:24]  [24:  Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. ke-1, h.61] 

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan dan Masyrofah dalam buku Fiqh Jinayah, mendefinisikan sariqah dengan mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.[footnoteRef:25]  [25:  Nurul Irfan dan Masyrofah, op. cit. h.100] 

Muhammad Abu Sufyah sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Pidana Islam karya Wardi Muslich menjelaskan bahwa pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam. Apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat penyimpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.[footnoteRef:26] Sementara itu, Quraish Syihab mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang berharga milik orang lain secara diam-diam, di mana barang tersebut disimpan di tempat yang layak oleh pemiliknya, dan pelaku tidak memiliki izin untuk memasuki lokasi tersebut.[footnoteRef:27] [26:  Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. ke 3, h. 82]  [27:  Muzai Rami, Skripsi Kadar Pencurian menurut Madzhab Hanafi ditinjau dari Konsep Maslahah, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), h.17] 


2. [bookmark: _Toc199762561][bookmark: _Toc202116380]Dasar Hukum Larangan Pencurian
Ulama sepakat bahwa tindakan pencurian merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah: 38
وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’’ (QS. 5 [Al-Ma’idah]: 38)

Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda, ”Tidak dipotong tangan pencuri terkecuali pada seperempat dinar atau lebih”. [HR. Muslim, no. 1684; Nasai, no. 4936; Ibnu Hibban, no. 4464]

3. [bookmark: _Toc199762562][bookmark: _Toc202116381]Unsur-unsur Pencurian
Abdul Qadir Audah dalam Nurul Irfan, menjelaskan unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu:[footnoteRef:28] [28:  Nurul Irfan. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cet 2 Jakarta:Amzah, 2014., h.119-120] 

a. Mengambil harta secara diam-diam.
Pengambilan harta yang dimaksud di sini terjadi apabila pemilik atau korban tidak mengetahui bahwa hartanya tersebut diambil dan ia merasa tidak rela atas hartanya yang diambil tersebut. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya; barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik; barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.[footnoteRef:29] [29:  Rokhmadi, Hukum Pidana Islam., h. 83] 

b. Barang yang dicuri berupa harta.
Muhammad Ibn Rusyd dalam Bidayah Al-Mujtahid menjelaskan salah satu aspek penting dalam penerapan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai harta (maal). Jika yang dicuri bukanlah harta, seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum mencapai tahap mumayyiz, maka pencuri tidak akan dikenakan hukuman hadd. Namun, menurut pendapat Imam Malik dan al-Zhahiriyah, anak kecil yang belum mencapai tamyiz tetap dapat dianggap sebagai objek pencurian, meskipun bukan hamba sahaya, dan pelaku dapat dikenakan hukuman hadd.[footnoteRef:30] [30:  Ibid.] 

c. Harta yang dicuri milik orang lain.
Terkait dengan unsur ketiga, yang terpenting adalah barang yang dicuri memiliki pemilik, dan pemilik tersebut adalah orang lain, bukan si pencuri. Oleh karena itu, jika barang yang diambil tidak memiliki pemilik, seperti benda-benda yang boleh diambil (mubah), maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Demikian pula, seseorang yang mencuri barang dengan syubhat (ketidakjelasan) mengenai kepemilikan tidak akan dikenai hukuman hadd, melainkan hanya hukuman takzir. Contohnya adalah jika orang tua mencuri harta anaknya, karena orang tua dianggap memiliki sebagian hak atas harta anaknya, sehingga terdapat ketidakjelasan terkait hak kepemilikan.[footnoteRef:31] [31:  Ibid., h. 89] 

d. Sengaja melawan hukum (al-qasad al-jina’i)
Unsur sengaja melawan hukum dianggap terpenuhi apabila pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan dilarang untuk diambil. Namun, jika pelaku mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang itu mubah, maka ia tidak dikenai hukuman karena tidak ada niat melawan hukum. Selain itu, untuk memenuhi unsur ini, pengambilan barang harus disertai tujuan untuk memiliki barang yang dicuri. Jika tidak ada niat untuk memilikinya, maka niat melawan hukum pun tidak terpenuhi, sehingga pelaku tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula, hukuman tidak dapat dijatuhkan apabila pencurian dilakukan dalam keadaan darurat atau karena paksaan dari pihak lain. 

4. [bookmark: _Toc199762563][bookmark: _Toc202116382]Syarat Pencuri dan Batas Minimal Barang yang Dicuri
Menurut Sayyid sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, pencurian disyaratkan ada 3 sifat yang dianggap sebagai mencuri yang dikenai hukuman hadd, diantaranya: 
a. Pencuri (as-sariq), sifat-sifatnya adalah al-taklif (mukallaf), yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak ada syubhat terhadap barang yang dicuri.
b. Barang yang dicuri (al-masruq), sifat-sifatnya adalah merupakan barang bernilai atau berharga dan mencapai satu nisab. Dalam menentukan ukuran satu nisab disini, para ulama memiliki perbedaan pendapat, Madzhab Maliki, Syafi’i, dan hambali menjelaskan bahwa satu nisab itu setara dengan ¼ dinar dari emas, atau 3 dirham dari perak, atau barang-barang yang sebanding dengan harga barang tersebut.[footnoteRef:32] Jika dihitung dengan gram, satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Madzhab Hanafi mengartikan satu dinar itu setara dengan satu dinar atau sepuluh dirham bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas.[footnoteRef:33] Sedangkan Syiah, Ibn Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebut kadar pencurian yang mendapatkan hukuman hadd adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.[footnoteRef:34] [32:  Ibid., h. 63]  [33:  Muzai Rami, op. cit, h.64]  [34:  A. Dzajuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta; Raja Grafindo, 1999) h. 78] 

c. Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut.

5. [bookmark: _Toc199762564][bookmark: _Toc202116383]Ancaman Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Pencurian termasuk salah satu dari tujuh jarimah hudud. Hukum pidana Islam menjelaskan suatu perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman hadd dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana tersebut dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman hadd yaitu:
a. Penggantian nilai kerugian yang setara dengan harta yang dicuri ضمان المال المسروق sebagai bentuk hukuman pengganti;
Menurut Imam Abu Hanifah beserta para muridnya, pencuri dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Namun, jika hukuman potong tangan telah diterapkan, maka kewajiban mengganti kerugian tidak lagi berlaku. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa kedua hukuman tersebut tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur’an yang hanya menyebutkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam Surah Al-Maaidah ayat 38, tanpa mencantumkan ketentuan mengenai penggantian kerugian.[footnoteRef:35] [35:  Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h.90] 

Di sisi lain, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat diterapkan secara bersamaan. Mereka berargumen bahwa dalam kasus pencurian, terdapat dua hak yang perlu dipenuhi, yaitu hak Allah (hak masyarakat) dan hak individu. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai bentuk pemenuhan hak Allah (masyarakat), sementara penggantian kerugian diberikan untuk memenuhi hak individu yang dirugikan. 
Sementara itu, menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri memiliki kemampuan untuk menggantinya, maka ia diwajibkan mengganti barang yang dicuri sesuai nilainya serta tetap dikenai hukuman potong tangan. Namun, jika pencuri tidak memiliki kemampuan untuk mengganti barang tersebut, maka ia hanya akan dijatuhi hukuman potong tangan tanpa diwajibkan membayar ganti rugi.[footnoteRef:36] [36:  Ibid.] 

b. Hukuman potongan tangan قطع السارق sebagai hukuman utama, meskipun hukuman utama dan pengganti dapat dilaksanakan sekaligus.[footnoteRef:37] [37:  Rokhmadi, op.cit., h.63] 

Hukuman potong tangan merupakan hukuman utama bagi pelaku tindak pidana pencurian. Hukuman potong tangan dianggap sebagai hak Allah yang tidak dapat dibatalkan, baik oleh korban maupun oleh pemimpin pemerintahan, kecuali dalam pandangan Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman ini dapat gugur apabila korban, yaitu pemilik barang yang dicuri, memberikan maaf.[footnoteRef:38] [38:  Ibid, h. 91] 

Pelaksanaan hukuman potong tangan berlaku pada pencurian pertama, di mana tangan kanan pencuri akan dipotong dari pergelangan. Jika ia melakukan pencurian kedua, maka hukuman yang diberikan adalah pemotongan kaki kiri. Untuk pencurian ketiga, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pencuri tersebut tidak lagi dikenai potong tangan, melainkan dijatuhi hukuman takzir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.[footnoteRef:39] [39:  Ibid.] 

Pandangan mayoritas ulama ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:[footnoteRef:40] [40:  Ahmad Wardi Muslich, op.cit,  h.91] 

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ قالَ في السَّارقِ : إن سرقَ فاقطعوا يدَه ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا رجلَه ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا يدَه ثمَّ إن سرقَ فاقطعوا رجلَه

Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan). [Abu Hurairah no 2434][footnoteRef:41] [41:  https://dorar.net/hadith/sharh/121193 ] 


B. [bookmark: _Toc199762565][bookmark: _Toc202116384]Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif
1. [bookmark: _Toc199762566][bookmark: _Toc202116385]Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda. Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian, yang secara spesifik dijelaskan dalam Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP. Dalam tindak pidana ini, terdapat pengkualifikasian tertentu, seperti pencurian dengan pemberatan yang diatur lebih rinci dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Secara umum, pengertian pencurian termuat dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berkaitan dengan tindak pidana pencurian, di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam KUHP dan diklasifikasikan menjadi lima jenis.[footnoteRef:42] [42:  Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta,Jakarta.2008, h.59] 

a. Pencurian Biasa 
		Perumusan mengenai pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”[footnoteRef:43] [43:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum, h.712] 

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa sebagai berikut:
Unsur obyektif, yang meliputi:
1) Mengambil
2) Suatu barang
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur Subyektif , yang meliputi:
1) Dengan maksud
2) Untuk memiliki barang/benda benda tersebut untuk dirinya sendiri
3) Secara melawan hukum

b. Pencurian dengan Pemberatan 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” secara doktrinal sering disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan.” Jenis pencurian ini merujuk pada tindakan pencurian yang dilakukan dengan metode tertentu atau dalam situasi tertentu yang sifatnya memberatkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Karena pencurian yang dikualifikasikan melibatkan cara atau kondisi yang memberatkan, pembuktian atas unsur-unsurnya harus dimulai dengan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pencurian dalam bentuk dasarnya.
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diantaranya:
1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP, yang meliputi:
a) Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP);
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP);
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP);
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP);
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP);
	Rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1-5 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidan penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan
Pencurian ringan adalah bentuk pencurian yang mencakup unsur-unsur dasar dari pencurian sebagaimana dalam bentuk pokoknya, tetapi dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang bersifat meringankan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih ringan. Ketentuan mengenai pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”[footnoteRef:44] [44:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum, h.712] 

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, unsur-unsur dalam pencurian ringan, diantaranya:
1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); 
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan 
6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

d. Pencurian dengan Kekerasan
Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau popular dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP, sebagai berikut:[footnoteRef:45] [45: Ibid., h.713] 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pencurian dalam Keluarga
	Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP merupakan pencurian yang terjadi di dalam lingkup keluarga. Maksudnya, baik pelaku maupun korban masih memiliki hubungan keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP terjadi ketika seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain dalam melakukan pencurian terhadap harta benda milik pasangannya, dengan ketentuan:
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.[footnoteRef:46] [46:  Ibid., h.713] 

2. [bookmark: _Toc199762567][bookmark: _Toc202116386]Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur dari tindak pidana merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi agar suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum. Aspek-aspek ini biasanya terdapat dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Terdapat beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
Menurut Lumintang, unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[footnoteRef:47] Unsur subjektif dari tindak pidana adalah: [47:   P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h.193] 

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Pasal 17 Ayat (1) UU 1/2023
c. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023; 
e. Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.[footnoteRef:48] [48:  Ibid., h.193 ] 


Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkbeid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[footnoteRef:49] [49:  Ibid., h.193-194] 


Menurut Moeljanto sebagaimana dikutip Soedarto dalam Hukum Pidana I, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
a. Perbuatan (manusia);
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).[footnoteRef:50] [50:  Soedarto, Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007, h.44] 


Menurut S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu:
a. Adanya subjek;
b. Adanya unsur kesalahan;
c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.[footnoteRef:51] [51:  E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, h. 203] 


Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur:
a. Memenuhi rumusan undang-undang;
b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
c. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab;
e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).
3. [bookmark: _Toc199762568][bookmark: _Toc202116387]Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHAP
Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi empat tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
a. Penyelidikan
Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dimaksudkan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.[footnoteRef:52] [52:  M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. h.101] 

Pasal 4 KUHAP menentukan, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Berdasarkan penegasan dalam Pasal 4 KUHAP, dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertugas melakukan penyelidikan adalah aparat POLRI. Tidak diperkenankan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat lain dalam proses penyelidikan tersebut.[footnoteRef:53] Sebelum melakukan penyelidikan, dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui oleh kepolisian melalui: [53:  Ibid.] 

1) Laporan
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).[footnoteRef:54] [54:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum, h. 838] 

2) Pengaduan
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).[footnoteRef:55] [55:  Ibid., h. 834] 

3) Tertangkap tangan
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).[footnoteRef:56] [56:  Ibid., h.834] 

4) Media massa
Informasi mengenai peristiwa pidana juga dapat diperoleh oleh kepolisian melalui media massa, contohnya dari televisi, surat kabar, majalah, dan lain-lain.
Setelah mengetahui dugaan adanya peristiwa pidana yakni tindak pidana pencurian, maka pihak kepolisian sebagai penyelidik dapat melakukan beberapa upaya:[footnoteRef:57] [57:  Pasal 6 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, h.8] 

a) Pengolahan TKP;
b) Pengamatan (observasi);
c) Wawancara (interview);
d) Pembuntutan (surveillance);
e) Penyamaran (under cover);
f) Pelacakan (tracking);
g) Penelitian dan analisis dokumen.

Dengan sasaran penyelidikan meliputi:
a) Orang;
b) Benda atau barang;
c) Tempat;
d) Peristiwa/kejadian dan atau;
e) Kegiatan.

b. Penyidikan
Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[footnoteRef:58] Pasal 1 butir 1 menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping itu terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik.[footnoteRef:59] [58:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum, h. 831]  [59:  Ibid., h. 831 dan 836] 

Penyidikan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pelaku suatu tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuktikan kesalahan yang telah diperbuat pelaku.[footnoteRef:60] Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang mencakup: [60:  Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977 h. 11] 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan penghentian penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[footnoteRef:61] [61:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum., h.836] 


Kegiatan penyidikan dalam suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa:
Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: 
1) Penyelidikan;
Tahapan utama dalam tindak pidana, maka dilakukan penyidikan dengan tahapan untuk memulainya diatur pada Pasal 13 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa:[footnoteRef:62] [62:  Pasal 13 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, h. 12] 

a) Penyidikan dilakukan dengan dasar: 
a. Laporan Polisi; dan 
b. Surat Perintah Penyidikan. 
b) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. Dasar penyidikan; 
b. Identitas tim penyidik;
c. Perkara yang dilakukan penyidikan; 
d. Waktu dimulainya kegiatan penyidikan dan 
e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah. 
c) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

2) Dimulainya penyidikan; 
Penyidikan dimulai berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh penyidik dan ditujukan kepada penuntut umum dengan tujuan memberitahukan bahwa suatu perkara telah memasuki tahap penyidikan.[footnoteRef:63] Efisiensi SPDP dalam kasus tindak pidana pencurian diatur pula dalam Pasal 14 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:[footnoteRef:64] [63:  Ichsan Zikry dan Rekan, Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014, Jakarta: LBH Jakarta dan MAPPI FH UI, 2016, h. 8.]  [64:  Pasal 14 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, h. 12] 

a) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. 
b) SPDP paling sedikit memuat: 
a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
b. Waktu dimulainya penyidikan;
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; 
d. Identitas tersangka; dan
e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP
c) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. 
d) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. 
e) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

3) Upaya paksa; 
Tindakan upaya paksa merupakan langkah yang bersifat koersif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan individu atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.[footnoteRef:65] Bentuk-bentuk upaya paksa menurut KUHAP yaitu penangkapan (Pasal 16-19 KUHAP), penahanan (Pasal 20-31 KUHAP), penggeledahan (Pasal 32-37 KUHAP), penyitaan (Pasal 38-46 KUHAP), serta pemerikasaan surat (Pasal 47-49 KUHAP). [65:  Andrea Putra Utiarahman, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, lex Crimen , Vol. 8 No. 10, 2019, h. 24] 

4) Pemeriksaan; 
Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi, kejelasan, dan identifikasi terhadap tersangka, saksi, atau barang bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memperjelas peran seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut, yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.[footnoteRef:66] [66:  Pasal  1 butir 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil] 

5) Penetapan tersangka; 
Penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian berperan sebagai upaya untuk mendukung proses penyidikan dengan memberikan gambaran yang objektif dan jelas mengenai status serta aspek hukum suatu perkara, terutama dalam kasus yang menurut penyidik masih belum memiliki kejelasan. Secara formal, penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu mendapatkan paling sedikit (2) dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 25 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.[footnoteRef:67] [67:  Pasal 25 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana] 

6) Pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti; 
Dalam proses pemberkasan dan penyerahan berkas perkara tindak pidana pencurian, dibuat berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka harus dilakukan di kantor JPU, sedangkan untuk barang bukti, penyerahan dapat dilakukan di lokasi penyimpanannya.
 
7) Penghentian penyidikan.
Penghentian penyidikan dilakukan melalui mekanisme Gelar Perkara untuk memastikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum penghentian penyidikan, gelar perkara harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, JPU, serta tersangka atau penasihat hukumnya. Jika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan atau ditemukan bukti baru, maka penyidik harus melanjutkan kembali proses penyidikan dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan serta surat perintah penyidikan lanjutan.

c. Penuntutan
Definisi penuntutan dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 13 KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum adalah seorang jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan menjalankan putusan hakim. Lebih jelas dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum, diantaranya: 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; 
2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3) Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
4) Membuat surat dakwaan; 
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
7) Melakukan penuntutan; 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai peuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
10) Melaksanakan penetapan hakim.[footnoteRef:68] [68:  Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-Undang Hukum, h. 838] 


d. Pemeriksaan di persidangan
Proses persidangan dalam kasus pidana yang melibatkan berbagai pihak penegak hukum, seperti majelis hakim, jaksa, terdakwa, serta kuasa hukum atau pengacara yang mewakili, bertujuan untuk menegakkan hukum dan menemukan rasa keadilan.

C. [bookmark: _Toc199762569][bookmark: _Toc202116388]Air dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Air dalam Hukum Islam
Air adalah senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Dalam islam, air memiliki kedudukan penting dalam sumber kehidupan manusia. Keberadaan air menjadi faktor utama yang menentukan eksistensi manusia, di mana hubungan antara keduanya sering dianalogikan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pengelolaan dan penggunaannya diatur dalam Al-Qur’an dan hadits secara umum. 
Islam menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak. Allah SWT. berfirman:
اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَاۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

“Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?” (QS. 21 [Al-Anbiya]: 30)
Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Qur’an adalah mukjizat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam ayat tersebut dijelaskan serta ditegaskan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas unsur air. Kemudian, Rasulullah SAW dalam hadits bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ: فِى الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ
“Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api”. (HR. Abi Daud)

Jika dilihat dari asbabul wurud hadits tersebut, Rasulullah SAW melarang namun juga memperbolehkan adanya transaksi dalam jual-beli air jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang mempunyai sumber daya air tersebut. Penjualan air dalam kondisi ini, sama dengan penjualan kayu bakar setelah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar mubah bagi semua orang. Akan tetapi, setelah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang yang mana dia boleh menjualnya.[footnoteRef:69] [69:  Alfian Suhendarsyah, Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menjual Air (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016) h.55] 

Ketika air diperjual-belikan, dan apabila ada alat untuk mengukur kuantitas air yang digunakan, seperti meteran, maka pengukuran yang dilakukan dengannya adalah pengukuran yang benar. Oleh karena itu, pengambilan air dalam  bentuk penyambungan pipa ilegal dan tanpa izin, di suatu badan usaha  itu termasuk pencurian dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Ini semua berlaku dalam kondisi normal. Adapun ketika terjadi kondisi darurat, pemilik air wajib mendermakannya tanpa mengambil imbalan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. (Pertama), laki-laki yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dimilikinya kepada mufassir. (Kedua), laki-laki yang bersumpah atas sebuah barang dagangan setelah asar, yakni dengan dusta. Dan (Ketiga), laki-laki yang membaiat seorang pemimpin, lalu apabila sang pemimpin memberinya maka dia setia kepadanya dan apabila sang pemimpin tidak memberinya maka dia tidak setia kepadanya.”[footnoteRef:70] [70:  Ibid., h.58] 


2. Air dalam Hukum Positif
Air dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang- undang tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.[footnoteRef:71] Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.[footnoteRef:72] Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air dengan potensi air hujan yang turun lebih dari 2.500 mm per tahun bahkan ada wilayah yang diprediksi mencapai 5.000 mm per tahun.[footnoteRef:73] Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Salah satunya adalah air tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.[footnoteRef:74] Meskipun ketersediaan air tawar di negara ini cukup besar, tidak semua warga dapat mengaksesnya dengan mudah. Julukan sebagai negara kaya air tidak serta merta menjamin bahwa seluruh wilayah memiliki pasokan air yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Faktanya, beberapa daerah masih mengalami kekurangan air. Air sendiri merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan karena hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri, hingga pertanian, sangat bergantung pada ketersediaannya. [71:  Pasal 1 Ayat 2 Undang- undang Tentang Sumber Daya Air]  [72:  Pasal 1 Ayat 6 Undang- undang Tentang Sumber Daya Air]  [73:  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, “Prediksi Musim Hujan Tahun 2024/2025 di Indonesia (Pemutakhiran Desember 2024) https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-musim/prediksi-musim-hujan-tahun-2024-2025-di-indonesia-pemutakhiran-desember-2024 diakses pada 5 Februari 2025]  [74:  Pasal 1 Ayat 4 Undang- undang Tentang Sumber Daya Air] 

Seiring berjalannya waktu, air bersih atau yang dapat memenuhi hajat manusia mulai susah untuk didapatkan langsung dari alam. Negara mulai mengatur sumber daya alam (air) untuk kepentingan manusia dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019 yang pada prinsipnya adalah untuk mengatur penggunaan air guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.[footnoteRef:75] Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara mejamin hak setiap individu untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. [75:  Pasal 33 ayat (3) UUD 1945] 

Pengaturan atas air dimaksud adalah pengaturan mengenai hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air. Hak untuk memperoleh dan memakai air untuk keperluan sehari-hari disebut dengan hak guna pakai air, sedang hak guna untuk memperoleh dan mengusahakan air untuk tujuan usaha disebut dengan hak guna usaha air.[footnoteRef:76] [76:  Suripin, Pelestarian Sumber Daya Tanah, Yogyakarta: Andi. 2002, h.145.] 

Mengenai hak guna usaha air tercantum dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang isinya mencakup:
a. Pasal 46 menyebutkan bahwa penggunaan air untuk usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah.
b. Pasal 47 menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya air untuk kepentingan usaha harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan.
c. Pasal 48 menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha harus melibatkan para pemangku terkait.
d. Pasal 49 menjelaskan jenis-jenis izin guna usaha.[footnoteRef:77] [77:  Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air] 

Hak guna usaha air merujuk pada hak seseorang untuk memiliki, menguasai, atau mengelola sumber daya air, selama tidak terdapat halangan yang menghambatnya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan syar’i atau gangguan terhadap hak orang lain. Hak ini diperoleh sebagai konsekuensi dari pemenuhan kewajiban tertentu oleh pemegang hak, termasuk proses perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Ketentuan mengenai hak guna usaha air ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan pada suatu badan usaha air yang telah memiliki izin guna usaha dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dijerat hukum.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan pengaturan yang komprehensif terkait perlindungan dan pengelolaan air sebagai sumber daya vital. Dalam konteks pencurian air bersih melalui sambungan pipa ilegal, ketentuan pidana dalam pasal-pasal tertentu dapat menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku, khususnya jika perbuatan tersebut berdampak pada kerusakan prasarana atau sumber air itu sendiri, diantaranya:[footnoteRef:78] [78:  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air] 

Pasal 25 
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:
a. Terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai;
b. Kerusakan Sumber Air dan/ prasarananya;
c. Terganggunya upaya pengawetan Air;
d. Pencemaran air.

Dalam Pasal 25 dijelaskan berbagai tindakan yang dapat merusak dan menganggu keseimbangan sistem air, kemudian ketentuan pidana atas tindakan tersebut diatur dalam Pasal 68, yaitu
Pasal 68 
Setiap Orang yang dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau 
b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selain itu, Pasal 32 juga menjelaskan:
Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya.
Pasal 29 
1.  Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya; 
b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah; 
c. Air hujan; dan 
d. Air laut yang berada di darat.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. penatagunaan Sumber Daya Air; 
b. penyediaan Sumber Daya Air; 
c. penggunaan Sumber Daya Air; dan 
d. pengembangan Sumber Daya Air.
3. Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Selain itu, Pasal 42 berbunyi:
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.

Kemudian,tindakan-tindakan dalam Pasal 32 dan Pasal 42 diancam dengan Pasal 69, yaitu:
Pasal 69
Setiap Orang yang dengan sengaja: 
a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c; 
b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; 
c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau 
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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[bookmark: _Toc199762571][bookmark: _Toc202116390]GAMBARAN UMUM BADAN USAHA ARTESIS TOYA BERKAH MRANGGEN
A. [bookmark: _Toc199762572][bookmark: _Toc202116391]Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen
1. Sejarah Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen
Sejarah Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen bermula dari keterkaitannya dengan PT. Hamparan Cipta Griya. Awalnya, usaha artesis ini merupakan bagian dari PT. Hamparan Cipta Griya. Selama masa pengelolaan PT. Hamparan Cipta Griya, usaha artesis ini mengalami berbagai masalah operasional, termasuk ketidakmampuan dalam mempertahankan pelayanan terhadap pelanggan air dan infrastruktur yang kurang memadai. Akibatnya, beberapa pelanggan merasa mendapat celah untuk mengambil air secara ilegal yang berdampak dengan banyak pelanggan yang tertib merasa tidak puas dengan kinerja pengelola karena kualitas air yang menurun. Oleh karena ketidaksanggupan dalam mengelola usaha artesis tersebut, PT. Hamparan Cipta Griya pada tahun 2022 menyerahkan pengelolaan kepada CV. Estu Usaha. Proses penyerahan ini didasarkan pada Surat Perintah Direktur Utama PT. Hamparan Cipta Griya Nomor: SP/422/HESMA-HCG/IX/2022 tentang penyerahan aset PT. Hamparan Cipta Griya pada instalasi sumur yang terletak di Perumahan Kauman Regency kepada CV. Estu Usaha. [footnoteRef:79] [79:  Hasil wawancara Nur Khofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha yang menaungi Badan Usaha Toya Berkah Mranggen pada tanggal 27 Agustus 2024] 

Sejak pengelolaan dialihkan kepada CV. Estu Usaha, badan usaha artesis yang kini dikenal dengan nama Artesis Toya Berkah Mranggen mengalami peningkatan dalam sistem pelayanan dan pengelolaan infrastruktur. Saat ini, badan usaha tersebut melayani sekitar 522 pelanggan aktif yang tersebar di 5 blok di kawasan Perumahan Kauman Regency, dengan rincian:[footnoteRef:80] [80:  Hasil wawancara Nur Khofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha yang menaungi Badan Usaha Toya Berkah Mranggen pada tanggal 27 Agustus 2024] 

a. Blok Intan sebanyak 42 pelanggan
b. Blok Mutiara sebanyak 63 pelanggan
c. Blok Kristal sebanyak 120 pelanggan
d. Blok Giok sebanyak 289 pelanggan
e. Blok Nurkhasanah sebanyak 8 pelanggan
CV. Estu Usaha dalam pengelolaannya memiliki  empat sumber air, di antaranya:[footnoteRef:81] [81:  Hasil wawancara Nur Khofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha yang menaungi Badan Usaha Toya Berkah Mranggen pada tanggal 27 Agustus 2024.] 

a. Sumur Perumahan Kauman Regency Blok Mutiara Kangkung
b. Sumur Blok Kristal 1
c. Sumur Mutiara Mranggen
d. Sumur Giok 2 dan Giok 9
Dalam upaya memberikan pelayanan air bersih secara berkelanjutan kepada pelanggan, Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen menetapkan sistem tarif yang terdiri atas biaya penggunaan air per meter kubik (m3) dan biaya tetap berupa administrasi sekaligus abonemen bulanan. Kebijakan tarif ini diberlakukan secara proporsional berdasarkan penggunaan air pelanggan dengan tujuan untuk menjamin operasional, pemeliharaan infrastruktur, serta peningkatan mutu layanan.
Adapun tarif yang diberlakukan saat ini adalah sebesar Rp 3.000,00 per meter kubik (m3). Tarif ini dikenakan terhadap jumlah pemakaian air yang tercatat melalui alat ukur (meteran air) yang dipasang di masing-masing rumah pelanggan. Dengan demikian, semakin besar konsumsi air, maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan pelanggan. Selain tarif penggunaan air, pelanggan juga diwajibkan membayar biaya administrasi sekaligus abonemen sebesar Rp13.000,00 per bulan. Administrasi sekaligus bonemen ini bersifat tetap, dibayarkan setiap bulan tanpa memandang jumlah penggunaan air. Biaya ini ditujukan untuk menutup biaya operasional dasar, seperti perawatan sumur, listrik pompa, dan gaji petugas lapangan.[footnoteRef:82] [82:  Hasil Wawancara Uswatun Chasanah, S.M. (Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 


2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkann bagaimana tugas dibagi, dikoordinasian dan disupervisi secara formal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Struktur ini penting untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, serta kejelasan peran dan tanggung jawab setiap individu di dalam perusahaan.[footnoteRef:83] [83:  Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. Management. 13th Edition. USA: Pearson Education Limited. 2016., h. 322] 

Adapun struktur organisasi dari perusahaan tempat penelitian ini dilakukan tersusun secara hierarkis, sebagai berikut:
a. Owner (Pemilik CV. Estu Usaha)
Pemilik CV. Estu Usaha adalah H.M. Sufiyat sebagai pemilik modal, beliau memegang kendali atas kebijakan yang strategis CV. Estu Usaha. Dalam hal ini, CV. Estu Usaha menaungi Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen.
b. Direktur
Direktur dijabat oleh Hj. Nur Khofifah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek operasional CV  serta bertanggung jawab langsung kepada pemilik.
c. Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan
Posisi ini dijabat oleh Uswatun Chasanah, S.M. dengan tugas utama mengelola keuangan badan usaha serta membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan, termasuk pelayanan dan penanganan keluhan.
d. Staff Bidang Teknik
Posisi ini dijabat oleh Arif Setiawan, S.T. yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis badan usaha, terutama dalam perawatan dan isntalasi teknis jaringan.
e. Admin Pajak
Admin pajak dijabat oleh Addina Nurul Jannah, S.Pd. yang bertugas mengelola administrasi perpajakan badan usaha, termasuk pelaporan dan dokumentasi kewajiban pajak secara berkala.
f. Tenaga Ahli dan Lapangan
Terdiri dari Abdul Hadi dan Yanto, dengan tugas di lapangan untuk melakukan pemasangan, perbaikan , pemeliharaan infrastruktur badan usaha, khususnya jaringan pipa.
g. Pencatat Meter
Terdiri dari Jessy, Rafa Fachreza, Marni, dengan tugas utama mencatat pemakaian pelanggan dari meteran yang tersedia.
Untuk memahami sistem kerja dan pembagian tugas dalam perusahaan, penting untuk mengetahui struktur organisasi yang diterapkan. Struktur organisasi pada Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dapat digambarkan sebagai berikut:[footnoteRef:84] [84:  Hasil wawancara Nur Khofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha yang menaungi Badan Usaha Toya Berkah Mranggen pada tanggal 27 Agustus 2024] 






Gambar 3.1. Struktur Organisasi Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen



Sumber: Data Primer yang diperoleh dari Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen 

3. Visi Misi
Visi:
Menyediakan air artesis yang mudah diakses, terjangkau, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi:
a. Mengelola sumber air artesis secara sederhana dan efisien agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga.
b. Menyalurkan air artesis berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
c. Menjaga ketersediaan air artesis dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
d. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
e. Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan air artesis untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

4. Prosedur Pendaftaran Pelanggan
Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dengan sistem yang terstruktur dan efisien. Untuk itu, setiap calon pelanggan yang ingin mendapatkan layanan air bersih perlu mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, di antaranya:[footnoteRef:85]  [85:  Hasil Wawancara Uswatun Chasanah, S.M. (Staff Keuangan dan Hubungan Pelanggan) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

a. Mengisi formulir pendaftaran dengan membawa KTP
b. Survei lokasi pemasangan
c. Membayar biaya pemasangan air sebesar Rp 2.000.000,-
d. Memberikan bukti transaksi
e. Penentuan jadwal pemasangan air
f. Proses pemasangan

B. [bookmark: _Toc199762573][bookmark: _Toc202116392]Bentuk dan Dampak Pengambilan Air Bersih oleh Pelanggan Melalui Pipa Ilegal di Badan Usaha Artesis Toya Berkah
Salah satu tantangan dalam pengelolaan jaringan distribusi air adalah munculnya sambungan pipa yang dipasang tanpa mengikuti prosedur resmi, atau yang biasa disebut dengan penyambungan pipa ilegal. Penyambungan pipa ilegal merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang secara ilegal menyambungkan pipa, baik di rumah pelaku itu sendiri, di rumah tidak berpenghuni atau di tempat umum seperti mushola dan pos kampling ke jaringan distribusi milik badan usaha penyedia air bersih tanpa izin. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan air bersih  secara gratis. 
Tindakan penyambungan pipa ilegal sering kali dapat ditemui di permukiman padat atau kawasan pinggirian kota yang kurang mendapatkan layanan air bersih secara optiomal,[footnoteRef:86] salah satunya di daerah Mranggen Kabupaten Demak. Kawasan ini merupakan daerah penyangga antara Kota Semarang dan wilayah Demak yang mengalami pertumbuhan permukiman cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, permintaan air bersih terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, kemampuan infrastruktur yang tersedia belum memadai. Akibatnya, sebagian warga terpaksa mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penyambungan pipa secara ilegal dari jaringan yang ada, baik itu dari jaringan utama milik badan usaha air artesis maupun dari sambungan tetangga yang telah lebih dulu memiliki akses. [86:  Mongabay Indonesia, “Kala Warga Jakarta Kesulitan Dapatkan Air Bersih,” https://www.mongabay.co.id/2016/04/17/kala-warga-jakarta-kesulitan-dapatkan-air-bersih/  diakses 3 Mei 2025] 

Beberapa fenomena penyambungan pipa ilegal di Mranggen juga didorong oleh faktor ekonomi.[footnoteRef:87] Hakikatnya seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena dorongan ekonomi yang lemah, hal ini dilakukan karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan di kawasan Mranggen Kabupaten Demak khususnya pencurian air bersih Badan Usaha Artesis Toya Berkah, sehingga pada umumnya para pelaku pencurian air bersih berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Menurut hasil wawancara dengan pihak badan usaha pengelola air, Abdul Hadi menjelaskan, mayoritas pelaku pencurian air bersih berasal dari wilayah-wilayah padat penduduk yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kejahatan pencurian air bersih bisa saja dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena mereka mempunyai keinginan menggunakan air yang lebih tetapi tidak ingin membayar. Beberapa usaha yang digeluti di mranggen Kabupaten Demak baik usaha skala besar maupun usaha kecil contohnya warung makan, usaha cuci motor mobil, usaha cuci baju, yang mana ini semua memerlukan air dalam skala besar.[footnoteRef:88] [87:  Hasil observasi langsung penulis di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, pada tanggal 30 Agustus 2024]  [88:  Hasil wawancara Abdul Hadi selaku Tenaga Ahli dan Lapangan Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

Selain faktor ekonomi, faktor lemahnya kesadaran hukum juga menjadi penyebab utama terjadinya penyambungan pipa ilegal.[footnoteRef:89] Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan menyambung pipa tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait regulasi penggunaan air bersih menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai hal biasa atau bahkan wajar, selama tidak ketahuan oleh pihak berwenang. Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh, di mana praktik penyambungan ilegal kadang dianggap sebagai hal yang lumrah karena sudah banyak dilakukan oleh tetangga atau kerabat.[footnoteRef:90] Dalam masyarakat dengan kontrol sosial yang longgar, pelanggaran semacam ini cenderung ditoleransi dan tidak mendapat tekanan moral dari lingkungan sekitarnya. [89:  Hasil wawancara Abdul Hadi selaku Tenaga Ahli dan Lapangan Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024]  [90:  Hasil wawancara Abdul Hadi selaku Tenaga Ahli dan Lapangan Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

Penyambungan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan peralatan seadanya dan tanpa memperhatikan standar keamanan maupun teknis. Tidak jarang, pipa disambung melalui metode "menyadap" aliran dari pipa utama dengan cara melubangi saluran dan menyambungkan pipa kecil berbentuk “T” ke rumah mereka atau rumah tidak berpenghuni bahkan tempat umum seperti pos kampling atau mushola. Sambungan ini bersifat tersembunyi dan sering kali sulit dideteksi oleh petugas karena ditanam di dalam tanah atau disamarkan dengan benda lain.[footnoteRef:91] Tindakan penyambungan pipa ilegal biasanya dilakukan pada malam hari. Yang mana ini mengakibatkan beberapa dampak yang sangat merugikan pihak badan usaha air bersih, yaitu menyebabkan ketidakseimbangan tekanan air dalam sistem distribusi utama karena tekanan air dalam jaringan pipa utama mengalami penurunan tidak terprediksi akibat pengambilan air yang tidak terkontrol melalui sambungan ilegal tersebut.  [91:  Hasil wawancara Abdul Hadi (Staff Ahli dan Lapangan) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah terganggunya pasokan air ke pelanggan resmi, terutama pada jam-jam puncak penggunaan air. Tentu, hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan kepada pengelola, karena rumah yang tidak berpenghuni pun akan mendapatkan tagihan tinggi. Dari segi operasional, keberadaan sambungan ilegal juga menyulitkan proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa. Tim teknisi banyak menghadapi kesulitan dalam melakukan pemetaan jaringan yang akurat, mengingat adanya sambungan-sambungan yang tidak tercatat dalam sistem dokumentasi resmi. Di sisi lain, penyambungan ilegal juga menciptakan ketergantungan pada praktik yang tidak berkelanjutan. Ketika masyarakat terbiasa mendapatkan akses air tanpa membayar atau melalui prosedur yang benar, maka akan sulit bagi mereka untuk menerima sistem pelayanan yang sah dan tertib di kemudian hari. Hal ini memperkuat budaya pembiaran dan melemahkan kesadaran hukum di lingkungan sosial tersebut.
		
Gambar 3.2 Foto Penyambungan Pipa Ilegal
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C. [bookmark: _Toc199762574][bookmark: _Toc202116393]Upaya Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen menangani Pengambilan Air Bersih Melalui Pipa Ilegal
Pihak pengelola Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen terus berupaya menangani masalah kejahatan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam proses ini, mereka senantiasa mencari pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi persoalan tersebut. Upaya penanggulangan harus difokuskan pada perubahan sikap individu, sekaligus mengubah lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini penting karena budaya dan respons masyarakat pada dasarnya merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan mereka. Beberapa upaya Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam penanggulangan pencurian air bersih, di antaranya:[footnoteRef:92] [92:  Hasil wawancara Nur Khofifah  selaku Direktur CV. Estu Usaha yang menaungi Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 27 Agustus 2024] 

1. Upaya Preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkang segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.[footnoteRef:93] [93:  A Qirom Samsudin M, Sumaryo E. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti, 1985 h. 46] 

Adapun beberapa upaya yg dilakukan Badan Usaha Toya Berkah Mranggen:[footnoteRef:94] [94:  Hasil wawancara Rafa Fachreza (Pencatat Meter) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024.] 

a. Sosialisasi Larangan Pencurian Air
		Sosialisasi larangan pencurian air merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola badan usaha artesis guna mencegah terjadinya pencurian air. Sosialisasi ini telah dilakukan dari RT per RT disetiap perumahan berkoordinasi bersama ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ketua RW setempat, dan pak lurah untuk mempermudah dalam pengumpulan warga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berisi penyampaian materi mengenai profil Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, syarat dan ketentuan menjadi pelanggan bentuk/kategori pencurian yang dilakukan oleh pelanggan serta sanksi bagi pelaku. Selain itu dijelaskan juga dampak negatif dari pencurian air tersebut, seperti penurunan kualitas dan kuantitas air tanah dan konsekuensi sosial ekonomi yang dapat merugikan badan usaha dan masyarakat sekitar.
b. Pengawasan dan Peninjauan Kubikasi Air
		Kegiatan survei Badan Usaha Toya Berkah Mranggen yang diwakili oleh petugas pencatat meter untuk melakukan pengawasan dan peninjauan lebih lanjut serta pencatatan jumlah kubikasi air yang digunakan dan juga melakukan interaksi langsung dengan warga yang menggunakan air di Badan Usaha Toya Berkah Mranggen. Interaksi tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan, dengan petugas sebanyak 3 orang. Kegiatan pengawasan ini berupa percakapan langsung oleh petugas dengan warga sekitar, petugas juga melakukan upaya pencocokan jumlah kubikasi air yang ada pada meteran dengan jumlah penghuni dari rumah tersebut.

2. Upaya Represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.[footnoteRef:95] Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Langkah konkrit dari upaya represif, yaitu penertiban terhadap pelaku pencurian. Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen mengambil langkah penanggulangan pencurian air bersih dengan melakukan penertiban terhadap pelanggan ilegal. Tindakan ini dilakukan setelah pihak badan usaha air mendeteksi adanya sejumlah sambungan tidak resmi pada pipa instalasi.  [95:  Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, h. 42] 

Abdul Hadi mengungkapkan bahwa hasil penertiban menunjukkan banyaknya sambungan ilegal yang ditemukan pada instalasi pelanggan dengan catatan penggunaan nol. Pelaku biasa memilih lokasi yang sulit dijangkau atau kurang terpantau oleh petugas untuk menghindari deteksi. Setidaknya di tahun 2023 ada 83 pipa ilegal di 4 perumahan yang ditemukan oleh pengelola saat berpatroli di antaranya Blok Mutiara sebanyak 18, Blok giok 36, Blok Kristal 23, Blok Intan 6. Selanjutnya, di tahun 2024 ditemukan kembali pipa ilegal sebanyak 55 di antaranya Blok Mutiara sebanyak 9, Blok giok 21, Blok Kristal 23, Blok Intan 2. Semua pelaku yang melakukan tindakan ilegal ini mendapat teguran yang berujung pemutusan jaringan distribusi air.

Tabel 3.1. Data pipa ilegal di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen Tahun  2023-2024
	Tahun
	Nama Blok
	Pipa Ilegal

	2023
	· Mutiara
	18

	
	· Giok
	36

	
	· Kristal
	23

	
	· Intan
	6

	Jumlah:
	
	83

	
	
	

	2024
	· Mutiara
	9

	
	· Giok
	21

	
	· Kristal
	23

	
	· Intan
	2

	Jumlah
	
	55


Sumber: data primer yang diolah dari Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen
Abdul Hadi juga mengungkapkan, dalam 83 kasus di tahun 2023  tersebut, pihaknya juga menemukan tujuh rumah di Perumahan Mutiara yang menampung air hasil dari penyambungan pipa ilegal tersebut ke dalam jerigen untuk keperluan menyiram tanaman, jalan berdebu, bahkan ada yang diangkut ke perumahan lain. Pelaku beralasan bahwa air tersebut air hasil hujan, akan tetapi petugas jelas tidak mempercayainya. Kemudian  petugas langsung mengadakan pengecekan kepada instalasi jaringan milik pelaku tersebut, dan ternyata meteran air hanya menunjukkan pemakaian air yang sedikit, tidak lebih dari 10 m3. Akhirnya, jaringan air dari ke tujuh rumah tersebut tetap diputus oleh petugas pengelola badan usaha artesis Toya Berkah Mranggen.[footnoteRef:96] [96:  Hasil wawancara Abdul Hadi (Staff Ahli dan Lapangan) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

Nurkhofifah selaku direktur utama CV. Estu Usaha menjelaskan, sejauh ini, badan Usaha Toya Berkah Mranggen belum pernah melaporkan kasus penyambungan pipa ilegal ini kepada aparat penegak hukum,[footnoteRef:97] padahal kerugian yang dihasilkan dari tindakan tersebut cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap pendapatan badan usaha. Penanganan kasus tersebut cenderung dilakukan secara internal melalui pendekatan kekeluargaan atau persuasif. Pihak badan usaha lebih memilih memberikan peringatan kepada pelaku dan meminta mereka untuk segera melakukan pemasangan pipa secara legal. Namun, pendekatan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya atau menularkan praktik ilegal tersebut kepada orang lain di sekitarnya. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga berpotensi merugikan badan usaha secara finansial karena adanya kebocoran pendapatan yang seharusnya diterima. [97:  Hasil wawancara Nur Khofifah selaku Direktur CV. Estu Usaha pada tanggal 27 Agustus 2024] 


D. [bookmark: _Toc199762575][bookmark: _Toc202116394]Kendala Badan Usaha Artesis Toya Berkah menangani Pengambilan Air Bersih Melalui Pipa Ilegal
Kendala Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam menangani pengambilan air bersih melalui pipa ilegal, sebagai berikut:[footnoteRef:98] [98:  Hasil wawancara Abdul Hadi (Staff Ahli dan Lapangan) di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen pada tanggal 30 Agustus 2024] 

1. Tidak adanya perangkat untuk mendeteksi pencurian air
Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam pengelolaan distribusi air masih menggunakan teknologi lama dan kurang canggih, seperti meteran air manual, sistem pencatatan air dan sistem pemantauan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Dalam hal ini, pengelola badan usaha belum dapat maksimal dalam mendeteksi pencurian air secara real-time, yang mana ini memungkinkan pelaku pencurian air bersih untuk terus beroperasi tanpa terdeteksi. Akibatnya, proses identifikasi dan penanggulangan pencurian air menjadi lebih lambat dan kurang efektif, sehingga merugikan badan usaha dalam jangka panjang.
2. Masyarakat yang tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, 
Salah satu kendala utama dalam menghentikan pencurian air bersih di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen yaitu lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencurian air. Seringkali, pelaku hanya mendapatkan sanksi ringan, seperti pemutusan akses air bersih tanpa adanya denda sesuai kerugian yang dihasilkan, hal ini sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sehingga pencurian air bersih masih terus berulang, karena pelaku merasa bahwa resiko yang dihadapi sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari mencuri air tersebut. 
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat,
Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa pencurian air bersih adalah hal yang biasa dan bukan pelanggaran yang serius. Masyarakat juga menganggap bahwa air merupakan sumber daya yang gratis atau milik umum, sehingga mengambil air tanpa izin dianggap bukan kejahatan. Dalam hal ini, sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan air bersih.
4. Keterbatasan sumber daya manusia di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen
Badan usaha menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan sumber daya manusia yang mampu menangani kasus pencurian air bersih. Dengan jumlah petugas patroli 3 orang petugas yang merangkap sebagai pencatat air dan pemotret meteran, tentu kinerjanya belum bisa efektif, mengingat banyaknya jumlah rumah yang perlu dipantau. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi petugas mengenai cara mendeteksi dan menangani pencurian air membuat para petugas kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencurian air menjadi kurang optimal, dan justru memperbesar peluang bagi pelaku untuk terus melakukan aksinya tanpa terdeteksi.
5. Kondisi meteran yang tersembunyi
Kondisi meteran yang tersembunyi dapat mejadi kendala yang signifikan dalam pengelolaan air bersih. Meteran yang tersembunyi, sulit dipantau oleh petugas, sehingga mempersulit pencatatan meteran dan meningkatkan resiko kesalahan dalam pencatatan meteran. Selain itu, deteksi dini terhadap pencurian air menjadi lebih rumit karena akses yang terbatas. Proses pemeliharaan dan perbaikan meteran juga menjadi lebih kompleks dan memakan waktu yang dapat menambah biaya operasional. Meteran yang tersembunyi juga rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang mencuri air tanpa terdeteksi, meningat sulitnya melakukan inspeksi secara langsung.
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[bookmark: _Toc199762576][bookmark: _Toc202116395]BAB IV
[bookmark: _Toc199762577][bookmark: _Toc202116396]TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU PENGAMBILAN AIR BERSIH MELALUI PIPA ILEGAL DI BADAN USAHA ARTESIS TOYA BERKAH MRANGGEN
A. [bookmark: _Toc199762578][bookmark: _Toc202116397]Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pengambilan Air Bersih Melalui Pipa Ilegal oleh Pelanggan Artesis Toya Berkah Mranggen 
Para ulama sepakat bahwa kepemilikan harta, baik individu, kelompok, maupun pemerintah adalah hak yang melekat pada pemiliknya dan tidak boleh diganggu gugat.[footnoteRef:99] Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen merupakan badan usaha milik swasta yang telah memperoleh izin resmi dalam pendiriannya. Penggunaan air dari badan usaha ini harus melalui proses pendaftaran dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Jika terjadi tindakan pencurian, badan usaha memiliki hak untuk menuntut pelakunya. Dalam hukum Islam, pencurian dengan cara apa pun dilarang kecuali dalam kondisi darurat (syubhat) yang sangat mendesak, seperti apabila seseorang terpaksa mencuri karena kelaparan yang parah bukan karena ingin berbuat dosa maka ia diperbolehkan dalam rangka mempertahankan hidupnya dan tidak melampaui  batas.[footnoteRef:100] Meskipun di Kabupaten Demak belum terdapat qanun yang secara khusus mengatur jarimah pencurian, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, seharusnya prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. [99:  Sarmiana Batubara, “Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Syariah STAI Barumun Raya,Vol.16 No.2,  Juli-Desember 2017, h.174]  [100:  Nur Asia Hamzah, “Darurat Memperbolehkan yang Dilarang”, Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Universitas Muhammadiyag Makassar Vol. 11 No.2 Tahun 2020, h.32] 

Islam telah menjelaskan bahwa terdapat hal-hal tertentu yang kepemilikannya dianggap bersifat umum karena kebutuhannya mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Beberapa di antaranya adalah air, api, dan rumput.[footnoteRef:101] Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikannya dalam sabdanya. [101:   Alfian Suhendarsyah, Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menjual Air, h.54] 

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” [HR Abu Dawud dan Ahmad]

Riwayat lain Nabi Muhammad SAW. bersabda
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Yazid] berkata: telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Az-Zinad] dari [Al-A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli: air, rumput dan api.” [Ibnu Majah 2464]

Sekilas, hadis ini tampak menunjukkan bahwa hal-hal tersebut bersifat kepemilikan umum, sehingga seseorang diperbolehkan mengambil air, rumput, atau api milik orang lain. Oleh karena itu, ada sebagian pihak yang menafsirkan hadis ini sebagai pembenaran untuk mengambil air yang dimiliki oleh pengusaha atau negara dengan anggapan bahwa semua itu adalah milik bersama. Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena para ulama tidak menafsirkan hadis tersebut dengan cara demikian.
Sebaliknya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah air, api, dan rumput yang belum dimiliki atau dikelola oleh siapa pun, seperti air laut, sungai, danau, hujan, atau sumber air umum lainnya. Begitu pula dengan rumput yang tumbuh di padang luas yang belum menjadi hak milik seseorang, serta api yang merujuk pada kayu di hutan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, atau sumber energi alam yang masih berada dalam tanah dan belum dieksploitasi. Semua sumber daya tersebut bersifat milik bersama dan tidak boleh ada yang melarang orang lain untuk memanfaatkannya sesuai dengan cara dan usahanya masing-masing.[footnoteRef:102] [102:  Alfian Suhendarsyah, Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menjual Air, h.55] 

Air yang telah dikelola dengan melibatkan biaya besar, seperti penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi, serta disimpan dalam tempat penampungan khusus, sudah menjadi hak milik pihak yang mengelolanya dan dapat diperjualbelikan secara sah. Oleh karena itu, mengambil sesuatu secara diam-diam dari barang yang telah disimpan oleh seseorang, terutama jika memiliki nilai, termasuk dalam tindakan pencurian. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka akan dikenai sanksi hukum, termasuk hukum potong tangan dalam Islam. Mencuri air yang telah dikelola oleh pengusaha atau oleh negara merupakan perbuatan yang diharamkan berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:
1. Melanggar janji yang sudah disepakati 
Dalam konteks pencurian air bersih, pelanggan yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan air telah melakukan perjanjian dengan pengelola air, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk menggunakan air sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Oleh karena itu, mengambil air secara ilegal atau tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran janji (khiyanah). Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan khiyanah dengan segala sesuatu (tindakan/ upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.[footnoteRef:103] Dalam Islam, khiyanah dianggap sebagai perbuatan dosa. Allah SWT berfirman: [103:  Wahbah Az-Zuhaili., Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Cet 4. jilid 8, Beirut:Dar Al-Fikr] 

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (QS. 5 [Al-Maidah]:1)

Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:[footnoteRef:104] [104:  https://dorar.net/ ] 


آيَة الْمُنَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ
"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat." [HR. Bukhari dan Muslim]

Dari hadis ini, jelas bahwa seseorang yang tidak memenuhi janji atau berbuat curang terhadap perjanjian yang telah dibuat dapat dikategorikan sebagai pengkhianat. Dalam kasus pencurian air bersih, pelanggan yang melakukan penyalahgunaan sumber daya air tanpa izin telah mengingkari perjanjian yang sebelumnya dibuat dengan pihak pengelola air bersih. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip moral dan hukum Islam, yang mana dalam hal ini, sanksi hukum  khiyanah tidak dijelaskan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Maka, khiyanah termasuk dalam kategori jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh hakim.[footnoteRef:105] [105:  Nurul Irfan. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cet 2 Jakarta:Amzah, 2014., h.112] 


2. Penipuan
Dalam konteks pencurian air bersih, pelanggan yang secara sengaja mengambil air tanpa izin, merusak meteran air, atau memanipulasi sistem distribusi air dengan tujuan menghindari pembayaran, dapat dikategorikan sebagai pelaku penipuan (ghish). Hal ini karena mereka memperoleh manfaat ekonomi secara tidak sah dengan mengelabui pihak pengelola air bersih. Rasulullah SAW bersabda:[footnoteRef:106] [106:  https://dorar.net/ ] 

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي  
“Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku.” [HR. Muslim no.102]

3. Ghasb
Tindakan pencurian air bersih juga dapat dikategorikan sebagai ghasb (perampasan hak orang lain), yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa dasar yang sah. Para ulama sepakat bahwa ghasb adalah perbuatan terlarang dan hukumnya haram untuk dilakukan.[footnoteRef:107] Ghasb termasuk jarimah takzir pelakunya wajib mengembalikan hak yang diambil serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. [107:  Nurul Irfan. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h.106] 


4. Pencurian
Pencurian atau sariqah adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin yang sah. Al-Qur’an menetapkan hukuman yang tegas bagi pencuri, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’’ (QS. 5 [Al-Ma’idah]: 38)

Meskipun pencurian air tidak selalu berujung pada hukuman potong tangan, terdapat prosedur lain yang harus dilalui, yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Namun demikian, tindakan mencuri tetap dianggap tercela karena melibatkan pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah. Dalam hukum Islam, pencurian didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang secara diam-diam mengambil harta milik orang lain yang telah mencapai nisab 10 dirham yang berlaku, disimpan di tempat yang lazim digunakan untuk menyimpan barang berharga, atau berada dalam penjagaan seseorang, serta tidak terdapat unsur keraguan (syubhat). Sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[footnoteRef:108]  [108:  Huzaimah Tahido Yanggo, Mashail Fiqhiyah Kajian Hukum Temporer, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 58.] 

Sariqah memiliki unsur tertentu, di antaranya:[footnoteRef:109] [109:  Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, h. 83] 

a. Barang yang dicuri berupa harta, yang mana dalam kasus ini air bersih dikelola oleh suatu badan usaha yang memiliki nilai ekonomi karena melibatkan biaya pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Nilai ekonominya bergantung pada biaya operasional, seperti pemeliharaan infrastruktur, pengolahan, dan sumber daya yang digunakan dalam pendistribusiannya.
b. Barang yang dicuri milik orang lain, dalam kasus pencurian air bersih di Badan Usaha Toya Berkah Mranggen, air yang telah dialirkan melalui sistem distribusi telah dikelola suatu badan usaha, maka air tersebut menjadi hak badan usaha. Pelanggan yang melakukan pencurian mengambil air tanpa izin dengan tujuan mengindari pembayaran melalui penyambungan pipa ilegal, termasuk kategori pencurian.
c. Sengaja melawan hukum, Jika seseorang mengambil air dengan sengaja dari sumber yang jelas kepemilikannya tanpa izin, maka ini merupakan pencurian murni, bukan kesalahpahaman atau hak bersama. 
d. Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi,
Persyaratan bahwa pencurian harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi menunjukkan bahwa pengambilan harta secara terang-terangan tidak tergolong dalam kategori pencurian yang dikenai hukuman hadd. Misalnya, jika seseorang secara terbuka merusak pipa utama dan mengambil air dengan cara yang dapat terlihat oleh orang banyak, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pencurian yang memenuhi unsur sembunyi-sembunyi. Namun, apabila seseorang menggunakan metode penyambungan pipa secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain atau melakukan manipulasi untuk mengelabui pihak pengelola air, maka tindakan tersebut memenuhi unsur sembunyi-sembunyi dalam pencurian.
Pencurian dalam Islam ada dua macam, yaitu:
1) Pencurian yang hukumannya hadd adalah pencurian yang ancaman hukumannya telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur’an dan sunnah. Pencurian yang hukumannya hadd dibagi menjadi dua yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian yang dikenai hadd potong tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian, 
b. Harta yang dicuri mencapai nisab, 
c. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki), 
d. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan, 
e. Pelaku adalah orang mukalaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun ahlul dzimmah, 
f. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri,
g. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya,
h. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.
Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan
2) Pencurian yang hukumannya takzir artinya memberi pelajaran. Secara umum takzir dibagi menjadi tiga, yaitu 
a. Pidana hudud dan tindak qishas  yang syubhat atau tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat;
b. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya;
c. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.
Pencurian air merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan maksiat yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam demi kepentingan masyarakat luas. Dalam hukum Islam, pelaku pencurian air dapat dikenai sanksi takzir karena nilai atau jumlah dari barang yang dicuri dalam hal ini adalah air tidak bisa dipastikan mencapai nisab pencurian. Pelaku pencurian melalui penyambungan pipa ilegal tidak langung mengambil satuan tertentu, misalnya 10 liter air, melainkan menggunakan sambungan pipa ilegal tersebut dalam jangka waktu yang lama.  Pencurian air yang dilakukan dengan cara ilegal dapat dikenai hukuman berupa denda, ganti rugi, atau sanksi lainnya demi keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, tindakan pencurian air bersih tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
B. [bookmark: _Toc199762579][bookmark: _Toc202116398]Tinjauan Hukum Positif terhadap Pelaku Pengambilan Air Bersih Melalui Pipa Ilegal oleh Pelanggan Artesis Toya Berkah Mranggen 
Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dikelola dengan baik agar ketersediaannya terjamin. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengelolaan air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini mengatur bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan partisipatif guna menjamin ketersediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.[footnoteRef:110] Dalam hal ini, pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:111] Hal ini mencakup tanggung jawab dalam menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air, pemerataan distribusi, serta kepastian hukum atas penggunaannya. [110:  Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air]  [111:  Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air] 

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan ini adalah pengaturan penggunaan sumber daya air. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, disebutkan bahwa:
Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.
Ini berarti bahwa setiap pemanfaatan air yang bersifat komersial maupun non-komersial, harus memperoleh izin resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang agar penggunaannya bisa dikontrol, dipantau, dan tidak menimbulkan kerugian lingkungan maupun sosial. Dalam hal ini, izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada:[footnoteRef:112] [112:  Pasal 49 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air] 


1. Badan usaha milik negara;
2. Badan usaha milik daerah;
3. Badan usaha milik desa;
4. Koperasi;
5. Badan usaha swasta; atau
6. Perseorangan 

Distribusi air bersih banyak dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah maupun swasta, salah satunya adalah Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen. Sebagai badan usaha swasta yang telah memiliki izin resmi dalam pendistribusian air bersih, Toya Berkah menjalankan operasionalnya melalui sistem jaringan pipa dan pengukuran debit air dengan menggunakan meteran air. Namun demikian, permasalahan muncul bukan dari badan usaha itu sendiri, melainkan dari sejumlah pelanggan yang melakukan pencurian air melalui sambungan pipa ilegal. Tindakan ini mengakibatkan meteran air tidak berjalan sesuai dengan penghitungan debit air yang telah digunakan, sehingga tagihan air yang muncul pada sistem penghitungan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan air yang sebenarnya.
Penyambungan pipa ilegal merupakan tindakan melawan hukum, yang mana dapat merusak prasarana serta mengganggu sistem distribusi air yang dikelola oleh negara atau pihak berwenang. Tindakan ini tidak hanya melanggar aspek teknis dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang secara tegas melarang perusakan terhadap prasarana sumber daya air. Larangan tersebut termuat dalam tiga pasal utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu:
1. Pasal 25 huruf b yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan: 
a. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai; 
b. kerusakan sumber air dan/atau prasarananya; 
c. terganggunya upaya pengawetan air; dan 
d. pencemaran Air.” 
2. Pasal 32 yang berbunyi “Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya.”.
3. Pasal 42, yang secara khusus menegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air.”

Kerusakan sumber air dan/atau prasarananya memiliki makna bahwa sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Kerusakan sumber air ini bisa berupa penyedotan air tanah secara berlebihan, penebangan hutan di hulu sungai, pembuangan limbah ke danau atau Sungai, dsb. Sedangkan, kerusakan prasarana sumber air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung, seperti merusak atau menyambung pipa ilegal, membongkar saluran irigasi tanpa izin, menggali atau membangun di atas pipa distribusi, menutup atau mengubah arah saluran air, dsb. 
Tindakan penyambungan pipa ilegal tidak hanya merusak prasarana distribusi air, tetapi juga berpotensi menyebabkan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Air yang diambil secara ilegal tersebut tidak terkontrol dalam sistem pencatatan penggunaan air, hal ini tentu sangat merugikan pihak badan usaha, karena badan usaha tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan pengambilan air tanah sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Jika pengambilan air tanah berlebihan, maka badan usaha berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 25 huruf b dan d Undang-Undang Sumber Daya Air. Eksploitasi air tanah secara berlebihan tanpa kendali dapat mengganggu keseimbangan hidrologi, menurunkan muka air tanah, bahkan membuat air tersebut tidak layak dimanfaatkan dan pada akhirnya merusak sumber air itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pencurian air bukan hanya kerugian secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam yang bersifat jangka panjang, yang pada akhirnya juga dapat berakibat pada pencabutan izin usaha, sanksi administratif, hingga ancaman pidana. Oleh karena itu, pencurian air tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam kelangsungan izin operasional badan usaha tersebut. 
Lebih lanjut, tindakan ini juga bersinggungan dengan Pasal 29 ayat (3), yang menekankan bahwa kegiatan pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola dan rencana pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Jika pengambilan air tanah melebihi batas yang diizinkan, maka akan terjadi ketimpangan antara pemanfaatan dengan daya dukung lingkungan, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang mana dalam hal ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kerusakan prasarana sumber air dapat dikenakan sanksi pada Pasal 68 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, berikut:[footnoteRef:113] [113:  Pasal 68 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air] 


Setiap Orang yang dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau 
b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp I 5.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam konteks pencurian air melaui pipa ilegal yang terjadi di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, tindakan tersebut belum sampai menimbulkan pencemaran atau eksploitasi tanah yang menyebabkan kerusakan sumber air. Melainkan lebih mengarah pada kerusakan dan gangguan terhadap prasarana sumber daya air, serta ketidaktertiban dalam sistem distribusi air. Oleh karena itu, meskipun belum memenuhi unsur pencemaran sumber air dalam Pasal 25 huruf d, tindakan ini telah cukup untuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 25 huruf b, yaitu kerusakan prasarana sumber air.
Lebih lanjut, karena belum terjadi dampak yang besar seperti eksploitasi, pencemaran atau kerusakan ekosistem, maka unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a belum terpenuhi secara maksimal. Dengan demikian pasal yang lebih tepat dikenakan terhadap pelaku penyambungan pipa ilegal dalam kasus ini adalah Pasal 69 huruf b dan d, dengan bunyi:
Pasal 69
“Setiap Orang yang dengan sengaja: 
a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c; 
b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; 
c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau 
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Dua pasal ini lebih relevan dan proporsional karena secara substansi mengatur mengenai larangan terhadap perusakan prasarana, baik karena penggunaan air tanpa izin maupun karena aktivitas fisik yang mengganggu sistem distribusi air. Penyambungan pipa ilegal secara nyata telah menyebabkan sistem distribusi air terganggu, pencatatan penggunaan air menjadi tidak akurat, dan berpotensi membebani badan usaha dengan tanggung jawab atas pengambilan air yang melebihi batas izin.
Oleh karena itu, tindakan penyambungan pipa ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sedang dalam konteks pelanggaran hukum sumber daya air, dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 69:
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam konteks KUHP, penyambungan pipa ilegal dapat dikategorikan sebagai pecurian, karena telah memenuhi unsur sebagai berikut:
1. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
Pasal 362 KUHP tentang Pencurian menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dalam pasal ini, air bersih dikategorikan sebagai “barang” karena proses pengelolaannya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengambilan sumber air, penyaringan, distribusi hingga pemeliharaan infrastruktur, yang mana ini menyebabkan air memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tindakan pencurian air bersih yang terjadi di Badan Usaha Toya Berkah Mranggen ini telah memenuhi unsur-unsur pencurian, yang terdiri dari:
a) Perbuatan mengambil, yang mana tindakan mengambil sesuatu secara fisik, dalam hal ini adalah air dari sumber yang sah.
b) Barang sesuatu, dalam kasus pencurian air bersih di Badan Usaha Toya Berkah Mranggen yang dianggap sebagai barang adalah air bersih karena memiliki nilai dan manfaat ekonomi.
c) Seluruh atau sebagian kepunyaan oranglain, yang mana air bersih yang diambil berasal dari badan usaha yang memiliki izin distribusi atau izin usaha.
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pelanggan yang mengambil air tanpa izin bertujuan untuk menggunakannya tanpa membayar.

Kasus penyambungan pipa ilegal pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks ini, air bersih yang disalurkan oleh Badan Usaha Toya Berkah Mranggen merupakan barang milik badan usaha yang secara hukum hanya boleh digunakan oleh pelanggan resmi melalui sambungan legal. Ketika seseorang melakukan penyambungan pipa tanpa izin, berarti ia telah mengambil air tanpa hak dan tanpa membayar, sehingga termasuk dalam pengertian “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum”. Kemudian, tindakan ini dapat diperberat dengan Pasal 363 KUHP.


2. Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan
Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan yang berarti pencurian yang dilakukan dengan kondisi tertentu yang memperberat ancaman pidana bagi pelaku. Pasal ini berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
a) Pencurian ternak;
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Beberapa angka dalam Pasal 363 Ayat (1):
a) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, dalam beberapa kasus penyambungan pipa ilegal terhadap Badan Usaha Toya Berkah Mranggen, pelaku melakukan tindakannya tersebut pada malam hari agar terhindar dari pantauan petugas.
b) Dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak jarang kasus penyambungan pipa ilegal ini melibatkan lebih dari satu orang, seperti tukang ledeng ilegal, tentangganya yang membantu, atau suami yang dibantu istrinya.
c) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini pelaku telah melakukan upaya merusak meteran agar tidak dapat berjalan sesuai penghitungan debit air yang telah digunakan pelaku dengan memotong pipa resmi milik badan usaha. 
Dalam pasal ini, telah ditegaskan bahwa pencurian yang disertai dengan keadaan atau cara-cara tertentu seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dapat dikenai hukuman yang lebih berat dibanding pencurian biasa. Tentu saja tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian dengan pemberatan yang dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun atau sembilan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pada perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan cara dan situasi saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam konteks penyambungan pipa ilegal, meskipun barang yang diambil berupa air, secara hukum air merupakan bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara sah oleh badan usaha penyedia layanan air. Ketika seseorang menyambungkan pipa secara diam-diam tanpa izin dan tanpa melalui prosedur resmi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, terutama jika dilakukan secara tersembunyi, di malam hari, atau melibatkan kerusakan instalasi. Selain itu, jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian dalam jumlah besar bagi badan usaha, maka hal ini semakin memperkuat alasan untuk menerapkan pidana pemberatan. Oleh karena itu, pelaku penyambungan pipa ilegal seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas, guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.
Saat ini, Kabupaten Demak belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang pencurian air bersih. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Badan Usaha Toya Berkah Mranggen dalam menindak pelanggan yang mencuri air. Tidak adanya aturan yang jelas mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum, sehingga pihak badan usaha seringkali hanya bisa memberikan sanksi yang kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam beberapa daerah lain, telah diterapkan regulasi khusus yang mengatur tentang pencurian air. Misalnya di Kota Surabaya, terdapat Peraturan Walikota yang mengatur sanksi bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaaan air bersih dari PDAM. Regulasi semacam ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas terkait pencurian air bersih.
Sementara, upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen dalam menangani kasus penyambungan pipa ilegal telah mencerminkan dua bentuk penanggulangan kejahatan yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, yakni upaya preventif dan upaya represif. Secara langkah-langkah yang diambil sudah berada dalam jalur yang tepat, namun belum sepenuhnya maksimal secara yuridis formal. Dalam konteks hukum positif, tindakan pencurian air melalui penyambungan pipa ilegal yang terjadi di Badan Usaha Artesis Toya Berkah dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan dikualifikasikan sebagai pencurian dalam Pasal Pasal 363 KUHP karena dilakukan pada malam hari. Akan tetapi, pihak pengelola belum pernah melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum (polisi), meskipun kerugian sudah signifikan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum formal belum dijalankan, dan hanya mengandalkan pendekatan persuasif atau kekeluargaan.
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Berdasarkan hasil penelitian tentang pencurian air bersih pada Badan Usaha Toya Berkah Mranggen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mengenai bentuk pencurian air bersih di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, pencurian dilakukan dengan cara menyambungkan pipa ilegal di instalasi pipa resmi milik badan usaha.Sedangkan upaya Badan Usaha Toya Berkah Mranggen dalam penanggulangan pengambilan air bersih melalui pipa ilegal adalah dengan upaya preventif berupa sosialisasi larangan pencurian air dan pengawasan dan peninjauan kubikasi air. Serta upaya represif berupa penertiban terhadap pelaku pencurian air dengan memutus jaringan air milik pelaku. Adapun kendala Badan Usaha Toya Berkah Mranggen dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih adalah tidak adanya perangkat untuk mendeteksi kebocoran dan pencurian air, masyarakat yang tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen, kondisi meteran yang tersembunyi. 
2. Tindakan pengambilan air bersih melalui pipa ilegal di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen menurut hukum Islam hukumnya haram karena air yang dicuri tersebut merupakan milik Badan Usaha Toya Berkah Mranggen bukan milik umum, sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi untuk tindak pidana pencurian dengan hukuman hudud, jikalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum Islam dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hanya dikenakan sanksi takzir berupa sanksi pengganti kerugian (dhaman). Sedangkan menurut hukum positif Penyambungan pipa ilegal di Badan Usaha Artesis Toya Berkah Mranggen merupakan tindakan melawan hukum yang merusak prasarana sumber daya air serta mengganggu distribusi, melanggar Pasal 32 dan Pasal 42 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2019 dan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Secara hukum pidana umum, perbuatan tersebut memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP.

B. [bookmark: _Toc199762583][bookmark: _Toc202116402]Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan, terkait permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Perlunya regulasi daerah khusus tentang pencurian air, pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur sanksi terhadap pencurian air bersih, guna memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku.
2. Peningkatan pengawasan dan teknologi monitoring,
Badan Usaha Toya Berkah Mranggen disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi air, misalnya dengan pemasangan sensor aliran, sistem deteksi kebocoran, atau penambahan jadwal patroli rutin untuk mencegah dan mendeteksi sambungan pipa ilegal.
3. Badan Usaha Toya Berkah Mranggen melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan air secara sah dan konsekuensi hukum dari pencurian air, secara intensif dan berkelanjutan.
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